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Abstrak -  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa akta otentik 
yang dibuat oleh Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna. Fungsi 
akta otentik adalah untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan menjadi 
alat bukti, dengan demikian dapat diketahui bagaimana pentingnya akta otentik yang 
dibuat oleh Notaris sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Notaris 
dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Tanggung 
jawab notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana 
terjadi apabila perbuatan notaris dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana 
dan oleh karena keberadaan akta otentik notaris yang seharusnya dapat memberikan 
jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh 
ternyata menimbulkan permasalahan bagi para pihak maupun pihak lain yang 
dirugikan. Alasan yang dijadikan dasar untuk mempidanakan notaris diantaranya 
bahwa notaris telah membuat surat palsu, atau memalsukan surat berdasarkan pasal 
263 jo 264 KUHP, dan oleh karena itu notaris harus mempertanggung jawabkan akta 
otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana. Para pihak yang dirugikan 
dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan 
untuk membatalkan akta tersebut 
Kata Kunci : Tanggung Jawab Notaris,  Akta Otentik, Indikasi perbuatan pidana 
Abstract - The Code of Civil law specifies that authentic deeds drawn up by notaries 
can form indisputable evidence. A authentic deed functions as a sign of a legal act 
and can be used as evidence. This shows the importance of an authentic deed drawn 
up by a notary as it can be used as evidence in a judicial hearing. Notaries are 
required to take responsibility for the deed that have been made. The responsibility 
of a notary for an authentic deed that indicates a criminal deed takes place when a  
act notary are then disqualified or they are considered as a criminal act conducted 
by a notary because the condition of an authentic deed which is expected to give 
legal assurance to some parties and as a complete and strong proof apparently 
causes problem to certain parties and other parties who suffer loss.In relation to the 
problem if there is good reason for taking the notary  to a criminal case, among 
others, because of a false letter or forging a document based on the article of 263 jo 
264 of (KUHP) Criminal Law the notary must be responsible for the authentic deed 
he/she has made. The parties who is inflicted by this deed can propose a civil action 
to the Court of Justice in order to cancel the deed. 
Keyword : Responsibility of a notary, An authentic deed,  Indication of criminal act. 
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I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum 
(rechstaats), yang salah satu tujuan dari sebuah negara hukum yakni menjamin 
kepastian hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Menurut Krisna Harahap, (2009, hal. 16.) “Negara 
hukum adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan atas 
hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan (machstaat).” Salah satu hal 
yang akan menjamin kepastian hukum dalam aktifitas kehidupan masyarakat, 
khususnya dibidang keperdataan adalah dengan menggunakan alat bukti tertulis atau 
alat bukti yang otentik dalam setiap perbuatan hukum yang di lakukan dan peristiwa 
hukum yang terjadi. Alat bukti tertulis menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan 
masyarakat pada setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Kebutuhan akan jasa 
pembuatan akta otentik dinilai juga akan semakin meningkat dalam kehidupan 
sehari-hari. 
A.A.Andi Prajitno (2015, hal 2) menjelaskan bahwa: 
Hukum merupakan salah satu sarana yang di butuhkan oleh semua orang dalam 
mengisi kehidupan nya terutama pada system perekonomian yang memasuki era 
globalisasi. Kebutuhan tersebut berupa undang–undang, peraturan hukum yang 
jelas dan mempunyai kepastian hukum. Salah satu aparat penegak hukum di 
bidang keperdataan ialah notaris yang harus profesinal dalam setiap menjalankan 
tugas nya yang mewakili Negara menjalankan tugas dan fugsi jabatannya di 
dalam pembuatan akta sebagai alat bukti yang berupa akta otentik. 
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 perubahan atas 
Undang-Undang No 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut 
UUJN) menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 
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membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud, 
dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam konteks 
kehidupan bernegara, notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan 
oleh negara untuk melayani masyarakat di bidang keperdataan khususnya dalam 
pembuatan akta autentik. Menurut Habib Adjie, (2008 hal. 40) “Wewenang membuat 
akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta autentik 
tertentu  tidak  dikhususkan atau diberikan  bagi pejabat umum lainnya.” 
Menurut Abdul Ghofur Anshori (2009, hal 25) “Notaris merupakan 
profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi yang mulia 
(nobile officium). Disebut sebagai nobile officium dikarenakan profesi notaris sangat 
erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menadi 
alas hukum atas hak dan kewajiban seseorang.”  Notaris dalam menjalankan 
kewajibannya menganut beberapa asas yang dapat dijadikan pedoman dalam 
menjalankan tugas jabatan Notaris. Asas atau prinsip merupakan sesuatu yang dapat 
dijadikan alas, dasar, tumpuan, bagi notaris yang sedang menjalankan tugas 
jabatannya. Habib Adjie (2009 hal 82-87)  menjelaskan bahwa “Asas-asas dalam 
pelaksaan tugas jabatan notaris yang baik adalah sebagai berikut: Asas persamaan, 
Asas kepercayaan, Asas kepastian hukum, Asas penyalahgunaan wewenang, Asas 
Proposionalitas, Asas Profesionalitas, Asas pemberian alasan, dan Asas kecermatan.” 
Asas-asas tersebut sangat penting bagi seorang notaris agar notaris dapat 
menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak bertentangan dengan  aturan  hukum  
yang berlaku, sehingga dapat menciptakan suatu kepastian hukum dari setiap akta 
yang telah dibuat oleh seorang notaris. Fungsi dan juga peran dari seorang notaris 
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dalam pembangunan nasional di Indonesia semakin beragam, semakin luas dan juga 
semakin berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Lembaga notariat 
merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diperlukan masyarakat untuk 
ikut serta menjaga tetap tegaknya hukum, sehingga notaris diharapkan dapat 
membantu dalam menciptakan ketertiban, keamanan dan menciptakan kepastian 
hukum dalam masyarakat. 
Notaris sebagai pejabat umum bertugas membuat akta otentik yang memiliki 
kekuatan pembuktian hukum yang kuat dan sempurna. Akta otentik sebagai salah 
satu alat bukti yang mengikat, sempurna,  dan juga mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, seperti di 
dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, dan lain-
lain yang menimbulkan suatu perjanjian maupun perikatan. Akta otentik merupakan 
suatu kebutuhan akan adanya suatu pembuktian yang tertulis. Akta otentik akan 
semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya tuntutan akan kepastian hukum 
dalam suatu perjanjian maupun perikatan. Melalui akta otentik telah ditentukan 
secara jelas hak dan kewajiban untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum 
tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan.  
Bentuk sesuatu akta notariil pada asasnya harus berisikan perbuatan-
perbuatan dan sebagainya yang dikonstatir oleh notaris, yang pada bentuknya harus 
mengikuti ketentu-ketentuan yang dicantumkan dalam perundang-undangan yang 
berlaku mengenai hal itu, antara lain KUHPerdata Indonesia dan Undang-Undang No 
2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris dalam menjalankan 
tugasnya akan selalu dituntut untuk selalu senantiasa berpijak kepada hukum dan 
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segala regulasi peraturan perundang- undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 
Masyarakat menuangkan perjanjian tersebut kedalam akta otentik, untuk 
mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Perlunya perjanjian-
perjanjian tertulis  dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin 
kepastian hukum serta untuk memenuhi  hukum pembuktian yang kuat  bagi  para  
pihak  yang melakukan perjanjian. 
Pada Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN menyatakan bahwa isi akta merupakan 
kehendak dan keinginan para pihak penghadap yang datang menghadap notaris. Isi 
akta tersebut merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan 
keinginan atau kehendak notaris, melainkan notaris hanya membingkainya dalam 
bentuk akta notaris sesuai perintah UUJN. Isi akta yang dipermasalahkan oleh para 
pihak atau pihak lain yang berkepentingan, merupakan permasalahan para pihak itu 
sendiri dalam proses pembuatan akta. Hubungan hukum yang terjadi antara notaris 
dengan para pihak yang sebenarnya dalam ranah hukum perdata, tetapi juga dapat 
ditarik dalam ranah  hukum pidana. 
Penarikan kasus pada ranah hukum pidana terjadi bila terdapat pelanggaran 
hak dari salah satu pihak dan pihak yang dirugikan melaporkan perkara tersebut 
kepada penyidik bahwa dari akta notaris tersebut berindikasi perbuatan pidana yang 
dilakukan oleh notaris, baik dalam kedudukannya sebagai turut serta maupun 
membantu salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya. Seperti kasus yang 
telah terjadi belakangan ini, sebagaimana tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 
1003 K/PID/2015 di Pekanbaru seorang notaris dihukum atas kasus yang menimpa 
dirinya yang melakukan perubahan isi akta secara sepihak tanpa diketahui oleh para 
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pihak, dengan cara melakukan perubahan-perubahan dan pengurangan serta 
menghilangkan isi yang ada dalam Asli/Minuta. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan 
di kaji, sebagai berikut: 
1. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang telah diubah secara sepihak 
oleh notaris? 
2. Bagaimana tanggung jawab pidana notaris terhadap akta yang telah dibuat 
berindikasi perbuatan pidana? 
II. Metode Penelitian 
Penelitian ini di lakukan dalam rangka memperoleh hasil yang hendak di 
capai, oleh karena itu di lakukan penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai 
berikut: 
1. Tipe Penelitian Hukum 
Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah 
yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan tanggung jawab notaris yang telah merubah isi akta 
tanpa sepengetahuan para pihak. 
2. Pendekatan Masalah 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan 
peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki (2008, hal 93) “Pendekatan 
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perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang 
ditangani.” Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio-
legis dan dasar ontologis dalam undang-undang tersebut, sehingga dapat ditemukan 
suatu aturan yang relevan untuk memecahkan suatu masalah. 
3. Sumber dan Bahan Hukum 
Dalam penulisan proposal ini terdapat dua bahan hukum, yaitu bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2008, hal 93) 
“bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif yang artinya 
mempunyai otoritas.” Bahan hukum primer ini digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dikemukakan dalam proposal ini. Bahan hukum sekunder adalah 
bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari literatur maupun karya ilmiah 
lainnya yang bersifat pendukung sehingga dapat memberikan acuan dan memperluas 
alasan tentang apa yang dikemukakan pada tesis ini. 
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terkait dengan bahan 
hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka. Bahan-bahan 
hukum yang telah diperoleh tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisa yang  
kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum 
yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah 
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dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sitematis sesuai dengan 
yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya. 
5. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum 
Menurut Brugink (2015, hal 96) “pengelolaan bahan hukum dilakukan 
dengan mengaitkan ketiga bahan hukum tersebut dan dilakukan penelaahan untuk 
mendapatkan penjabaran yang sistematis.” Materi-materi yang diperlukan dalam 
pembahasan selanjutnya dipisahkan agar mempermudah dan mendapatkan 
pemahaman terhadap bahasan yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan 
yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. 
III. Pembahasan 
A. Karakter Yuridis Akta Notaris 
 
Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk 
dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang 
membuatnya. Menurut A.A.Andi Prajitno (2018, hal 5) “Akta/surat adalah 
sebagai salah satu alat bukti tertulis yang merupakan hasil curahan isi pikiran 
yang dituangkan dalam bentuk rangkaian huruf berupa tulisan dan akta atau 
surat ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti serta merupakan salah satu 
dasar pertimbangan putusan seorang hakim didalam memutus perkara yang 
ditangani.”  
Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik 
maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan otentik 
berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh 
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undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang 
diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat. Akta otentik 
tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, tapi juga oleh Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Tulisan di 
bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk 
yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di 
hadapan pejabat umum yang berwenang. Baik akta otentik maupun akta di 
bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. 
Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam 
nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. 
Menurut Habib Adjie (2008 hal 121) “Kesempurnaan akta Notaris sebagai 
alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai 
atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.” Akta Notaris 
merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh 
karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Akta yang 
dibuat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut 
bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan Pasal 1868 
KUHPerdata yang merupakan sumber untuk otensitas akta notaris, dengan syarat-
syarat sebagai berikut : 
1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang 
pejabat umum, 
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 
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3. Pejabat umum oleh–atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus 
mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. 
Karakter yuridis akta Notaris, yaitu : 
1. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh 
undang- undang (UUJN). 
2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan 
Notaris. 
3. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini 
Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau 
penghadap yang namanya tercantum dalam akta. 
4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapa pun terikat dengan 
akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam 
akta tersebut. 
5. Pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan 
para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, 
maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke Pengadilan 
Umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-
alasan tertentu yang dapat dibuktikan 
 
B. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Notaris 
Pembuktian adalah proses, cara, perbuatan membuktikan atau usaha 
menunjukkan benar atau salahnya seorang terdakwa dalam persidangan di  
pengadilan. Hal ini berkaitan dengan  kekuatan pembuktian suatu akta otentik yang 
dibuat oleh notaris. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 
bagi para pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya. 
Hakim hanya dapat membatalkan akta notaris jika dimintakan pembatalan  oleh  para 
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pihak yang bersengketa, dengan didasarkan pada bukti-bukti kuat dan sempurna yang 
disampaikan pemohon kepada hakim. Tanpa adanya  permohonan pembatalan akta, 
hakim tidak serta merta dapat membatalkan akta otentik yang menjadi obyek 
sengketa di pengadilan. 
Menurut Abdul Ghofur Anshori (2009, hal 19) “Akta notaris adalah akta 
yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. 
Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan hanya oleh alat bukti 
lawan sehingga hakim berwenang untuk membatalkannya.” Menurut Sudikno 
Mertokusumo, (1998, hal 146) “Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat 
tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak 
memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi 
mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan.” 
Menurut Abdul Ghofur Anshori (2009, hal 18) “Otentik tidaknya suatu 
akta, tidak saja hanya cukup dibuat dihadapan notaris atau pejabat umum, 
namun akta tersebut harus dibuat menurut cara dan ketentuan yang ditetapkan 
oleh Undang-undang.” UUJN mengatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 53 
mengenai bentuk dan sifat akta. Notaris dalam membuat akta otentik dituntut 
untuk tidak menyimpang dari persyaratan, bentuk dan sifat serta isi akta 
sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Dalam praktek di lapangan ditemukan 
akta yang bentuk dan sifatnya sesuai dengan Undang-Undang namun isinya tidak 
sesuai dengan Undang-Undang, inilah yang sering dijadikan dasar pemeriksaan 
notaris oleh penyidik. 
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Notaris dalam upaya menghindari adanya indikasi perbuatan pidana 
dalam suatu akta otentik, maka dalam pembuatan akta notaris harus 
diperhatikan ketentuan akta otentik yang disyaratkan oleh undang-undang, 
yaitu hendaknya diperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu : 
1. Aspek Lahiriah (uitwendige bewijskracht) 
Kemampuan lahiriah akta notaris, yang merupakan kemampuan akta itu 
sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (acta publica probant 
seseipsa). Suatu akta apabila dilihat dari luar (lahirnya), maka bentuk akta tersebut 
sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan 
mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai 
terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut 
bukan akta otentik secara lahiriah. Kemampuan lahiriah akta notaris ditentukan 
dalam pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014, yang menyatakan 
bahwa setiap akta notaris terdiri dari: awal akta, badan akta, akhir akta. 
2. Aspek Formal (formele bewijskracht) 
Akta Notaris harus  memberikan  kepastian  bahwa sesuatu kejadian dan 
fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh 
pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai 
dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris. Secara 
formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, 
tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan 
tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa 
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yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), 
dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta 
pihak) sebagaimana kewenangan notaris berdasarkan pasal 15 ayat (1) UUJN. 
3. Aspek Materiil (materiele bewijskracht) 
Menurut Habib Adjie (2008 hal 27) “Akta otentik harus memberikan suatu 
kepastian tentang materi suatu akta. Segala hal yang disebutkan ke dalam akta, 
merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta, atau 
berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs).” Keterangan 
atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau 
keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta 
pihak) dan para pihak harus dinilai benar terhadap apa yang dikatakan oleh para 
pihak yang menghadap. Segala hal yang dituangkan/dimuat dalam akta, berlaku 
sebagai yang benar atau setiap orang yang datang atau para pihak yang  menghadap 
notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai 
telah benar berkata. 
Terpenuhinya syarat lahiriah, formil dan materiil, suatu akta otentik akan 
mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, dan menjadi alat bukti yang sah 
(mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna) di antara para pihak dan para ahli 
waris. Akta otentik yang memenuhi ketiga syarat yang telah di tentukan oleh 
Undang-Undang, maka dapat dijadikan alat bukti yang kuat dalam suatu perkara 
khususnya perkara pidana sepanjang tidak ada bukti lain yang membuktikan bahwa 
akta tersebut bukan akta otentik. Ketiga aspek tersebut merupakan kesempurnaan 
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dalam suatu akta notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. 
Akta notaris yang tidak memenuhi salah satu unsur  tersebut, maka akta yang 
bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan 
atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang 
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. 
C. Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Telah Diubah Secara Sepihak 
Berdasarkan UUJN No 2 Tahun 2014  
Akta otentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli 
warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya. Menurut 
A.A.Andi Prajitno (2018, hal 11) “Akta otentik adalah surat perjanjian atau surat 
pernyataan atau surat keterangan dibuat karena undang-undang menghimbau 
dan/atau undang-undang mengharuskan untuk itu sehingga terikat dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.” Akta notaris yang dibuat sesuai kehendak para 
pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para 
pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada 
hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para 
pihak kepada pejabat umum (Notaris). Daya bukti sempurna dari akta otentik 
terhadap kedua belah pihak, dimaksudkan jika timbul suatu sengketa dimuka hakim 
mengenai suatu hal dan salah satu pihak mengajukan akta otentik, maka apa yang 
disebutkan di dalam akta itu sudah dianggap terbukti dengan sempurna. 
Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai di bawah tangan 
dan akta notaris menjadi batal demi hukum adalah dua istilah yang berbeda. Untuk 
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menentukan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 
bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari: 
1. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika 
Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk 
akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. 
2. Apabila tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan 
sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 
tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 
UUJN, terumasuk ke dalam akta batal demi hukum. 
 Dalam pasal 1869 KUHPerdata dijelaskan bahwa “Suatu akta yang tidak 
dapat diberlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak 
cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, 
mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para 
pihak.” Hal tersebut menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan 
pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi 
ketentuan karena : 
1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau 
2. Tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan, atau 
3. Cacat dalam bentuknya. 
Ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini dicantumkan secara tegas dalam 
pasal- pasal tertentu dalam UUJN yang menyebutkan jika dilanggar oleh Notaris, 
sehingga akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 
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tangan, yaitu: Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, yaitu tidak 
membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) 
orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di 
bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan 
Notaris. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu jika Notaris pada 
akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar 
akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan 
memahami isi akta. Melanggar ketentuan Pasal 41 (dengan menunjuk kepada Pasal 
39 dan Pasal 40), Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51. 
Dalam pasal-pasal yang telah disebutkan tersebut, dapat ditafsirkan akta 
Notaris yang terdegradasinya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 
bawah tangan dan akta notaris yang batal demi hukum keduanya dapat dituntut 
penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, kepada notaris. Wirjono Prodjodikoro 
mengatakan bahwa “pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis 
baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak 
diperbolehkan oleh hukum.”  
Pelanggaran dapat terjadi dalam hal notaris membuat akta tidak menjamin 
kebenaran formil atas akta yang dibuatnya, artinya terjadi pelanggaran prosedural 
dalam pembuatan akta. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah membuat akta-
akta yang tidak sesuai dengan fakta, bahkan adapula notaris yang melakukan 
pemalsuan akta yang dibuat dengan cara melakukan perubahan-perubahan dan 
pengurangan serta menghilangkan isi yang ada dalam Asli/Minuta. Seperti kasus 
yang telah terjadi belakangan ini, sebagaimana tercantum dalam Putusan Perkara 
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Nomor 1003 K/PID/2015 di Pekanbaru yang dilakukan oleh notaris, yang mana 
perbuatan notaris tersebut terdapat adanya kualifikasi sebagai suatu tindak pidana 
yang dilihat dari aspek “salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta”. 
Perubahan akta yang dilakukan secara sepihak oleh Notaris tanpa melalui 
ketentuan Undang-undang atau pedoman-pedoman untuk merubah akta otentik 
sesuai pada Pasal 48, 49, 50 dan 51 Undang-Undang No.2 tahun 2014, maka akta 
otentik itu menjadi terdegradasi menjadi akta yang pembuktiannya di bawah tangan 
atau tidak dapat dipergunakan lagi sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan 
mengikat (sempurna). Perubahan akta tanpa diketahui oleh para pihak atau salah satu 
pihak kemudian dijadikan salinan akta, maka akta tersebut mengandung unsur 
kepalsuan sesuai dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka 
disinilah syarat-syarat pemalsuan akta otentik terpenuhi dimana prinsip-prinsip  
untuk  membuktikan  pemalsuan  surat  yakni  pemalsuan materiil dan  perubahan 
dalam isi akta itu menimbulkan kerugian. Akta notaris sebagai alat bukti agar 
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka seluruh ketentuan prosedur 
atau tata cara pembuatan akta tersebut harus dipenuhi. 
D. Hubungan Hukum antara Notaris dengan Para Penghadap 
Sejak kehadiran penghadap di hadapan notaris untuk menuangkan tindakan 
atau perbuatannya dalam bentuk akta otentik, kemudian notaris membuat akta otentik 
tersebut sesuai keinginan para penghadap dengan memperhatikan syarat dan 
ketentuan yang ditetapkan oleh UUJN, maka sejak penandatanganan akta tersebut 
oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris, lahirlah  hubungan  hukum antara notaris 
dengan para penghadap. Hubungan hukum tersebut yaitu adanya kepercayaan para 
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pihak atau penghadap kepada notaris dalam menuangkan keinginannya pada suatu  
akta otentik, karena para pihak ingin dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris 
tersebut akan menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai dengan aturan 
hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan para pihak terlindungi dengan 
adanya akta tersebut. Akta otentik menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat 
menghindari kerugian maupun sengketa yang akan terjadi dikemudian hari. 
Hubungan hukum yang seperti  itu perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum 
tersebut, yang merupakan awal dari tanggunggugat Notaris. 
Hubungan hukum antara notaris dan para penghadap itu timbul atau menjadi 
masalah sejak adanya permasalah hukum berkaitan dengan akta otentik yang dibuat 
oleh notaris. Menurut Habib Adjie (2008 hal 19) “Hubungan notaris dan para 
penghadap dapat  dikualifikasikan  sebagai  perbuatan melawan hukum karena: 
1. Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan. 
2. Tidak mampunya notaris yang bersangkutan dalam membuat akta. 
3. Akta notaris cacat dalam bentuknya 
Hubungan hukum yang terjadi antara notaris dengan para pihak yang 
sebenarnya dalam ranah hukum perdata, dapat ditarik dalam ranah hukum pidana. 
Penarikan kasus pada ranah hukum pidana terjadi bila terdapat pelanggaran hak dari 
salah satu pihak dan pihak yang dirugikan melaporkan perkara tersebut kepada 
penyidik bahwa dari akta notaris tersebut berindikasi perbuatan pidana yang 
dilakukan oleh notaris, baik dalam kedudukannya sebagai turut serta maupun 
membantu salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya. Dengan demikian 
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fungsi notaris yang diamanatkan oleh UUJN pasal 16 ayat (1) huruf a. harus netral 
dan tidak boleh berpihak, telah dilanggar. 
E. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Pembuatan Akta 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanggung jawab adalah 
“keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, apabila ada sesuatu hal, boleh 
dituntut, dipersalahkan, diperbolehkan dan sebagainya.” Menurut Soekidjo 
Notoatmojo, (2010, hal 45) “Tanggung jawab menurut hukum adalah suatu akibat 
atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan 
etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.” Seorang notaris sebagai pejabat 
umum memiliki sebuah tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan 
kewenangan dan kewajibannya. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut 
Notaris berkewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatannya/ pekerjaannya 
dalam membuat akta karena masyarakat mempercayakan notaris tersebut sebagai 
seseorang yang ahli dalam  bidang kenotarisan. 
GHS Lumban Tobing (1983 hal 325) menjelaskan bahwa: 
Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, apabila terdapat 
alasan-alasan sebagai berikut: 
1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan 
Notaris. 
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya 
(gebrek in the vorm), dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya 
berlaku sebagai akta di bawah tangan. 
3. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
Pasal 1365 mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan 
dan kelalaian), Pasal 1366 mengenai tanggung jawab dengan unsur 
kesalahan khususnya  kelalaian, dan  Pasal 1367  KUHPerdata  mengenai 
tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) terdapat kewajiban untuk 
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membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui 
proses pembuktian yang seimbang. 
 
Pemberian kewenangan terhadap seseorang akan selalu berkonsekuensi logis 
dengan lahirnya beban tanggung jawab terhadap seseorang yang diberikan 
wewenang tersebut. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik memiliki 
konsekuensi lahirnya tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan 
kepastian hukum kepada masyarakat. Besarnya tanggung jawab notaris dalam 
menjalankan profesinya mengharuskan notaris untuk selalu cermat dan hati-hati 
dalam setiap tindakannya. Notaris yang lalai dan kurang berhati-hati dalam membuat 
akta sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum, maka perbuatan seorang 
notaris tersebut harus dipertanggungjawabkan. Atas kesalahan notaris tersebut, 
menyebabkan notaris tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. 
F. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana Atas Akta Yang Dibuatnya 
Menurut GHS Lumban Tobing (1983 hal 38) “Pada hakekatnya notaris hanya 
mengkonstatir atau merekam secara tertulis dari perbuatan hukum pihak-pihak yang 
berkepentingan.” Tujuan pembuatan akta notaris oleh para pihak yang 
berkepentingan agar perbuatan hukum yang dilakukannya dapat dituangkan dalam 
suatu akta otentik yang merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna, untuk itu 
proses pembuatan akta harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Akta yang 
dibuat harus memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
dan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris yang mengatur tentang bentuk akta notaris yang terdiri atas awal akta, badan 
akta dan akhir/penutup akta. 
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Dalam praktik jika ada akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak 
atau pihak lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta 
melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau 
memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Seperti kasus yang telah terjadi 
belakangan ini, yang mana perbuatan notaris tersebut terdapat adanya kualifikasi 
sebagai suatu tindak pidana pemalsuan surat yang dilihat dari aspek “salinan akta 
tidak sesuai dengan minuta akta”, dengan melakukan perubahan-perubahan dan 
pengurangan serta menghilangkan isi yang ada dalam Asli/Minuta Akta Nomor 149 
Maret 2011 
Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta otentik yang 
dibuat dan berindikasi perbuatan pidana sangat diperlukan meskipun ranah pekerjaan 
notaris dalam ranah hukum perdata dan hukum administrasi serta 
pertanggungjawaban moral dan etika namun terhadap akta yang dibuat dan 
berindikasi perbuatan pidana maka notaris harus bertanggung jawab secara pidana, 
mulai pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga proses pembuktian di 
persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Tuntutan tanggung jawab ini muncul sejak terjadinya sengketa berkaitan 
dengan akta yang telah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan 
pidana meliputi: perbuatan manusia, memenuhi rumusan peraturan perundang-
undangan, artinya berlaku asas legalitas, nulum delictum nulla poena sine praevia 
lege poenali (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal 
tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam aturan undang-undang), dan bersifat 
melawan hukum. 
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Pasal yang digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas 
jabatan adalah pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu 
Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHPidana. Perbuatan Notaris dapat 
dikualifikasikan membuat secara palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat 
tersebut adalah surat  yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat  1 KUHPidana), 
melakukan pemalsuan surat dan pemalsuan tersebut telah dilakukan di dalam akta-
akta otentik (Pasal 264 ayat 1 angka (1) KUHPidana), mencantumkan suatu 
keterangan palsu di dalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat 1 KUHPidana). 
Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang 
memenuhi rumusan/delik yang tersebut dalam KUHPidana. Pertanggungjawaban 
secara pidana terhadap Notaris yang melanggar hukum dengan tindak pidana 
pemalsuan surat dapat dikenakan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 263 Jo 264 ayat 
(1)  KUHPidana  dimana ancaman pidana pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP 
maksimun 6 tahun penjara, Pasal 264 KUHP memperberat ancaman pidana terhadap 
pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, yaitu menjadi 8 
tahun penjara jika pemalsuan dilakukan terhadap akta otentik, surat-surat utang dan 
surat-surat lain yang disebutkan di situ. 
IV. Kesimpulan dan Saran 
Dari hasil analisa, uraian dan pembahasan telah dilakukan, maka dapat 
diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut : 
1. Mengubah akta tanpa melalui ketentuan/prosedur yang sudah ditentukan oleh 
Undang-undang mengakibatkan akta otentik itu terdegradasi menjadi akta yang 
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pembuktiannya di bawah tangan atau tidak dapat dipergunakan lagi sebagai akta 
otentik yang mempunyai kekuatan mengikat (sempurna). Perubahan akta tanpa 
diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak kemudian dijadikan salinan akta, 
maka akta tersebut mengandung unsur kepalsuan sesuai dengan Pasal 263 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. Akta Notaris yang telah diubah secara sepihak 
dengan cara melakukan perubahan-perubahan dan pengurangan serta 
menghilangkan isi yang ada dalam Asli/Minuta Akta, maka sangat jelas perbuatan 
Notaris tersebut berindikasi perbuatan pidana. Para pihak yang merasa dirugikan 
dengan adanya akta tersebut dan ingin membatalkan akta yang berindikasi 
perbuatan pidana, maka harus terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata ke 
pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. 
2. Tanggung jawab notaris secara pidana dapat dilakukan apabila perbuatan Notaris 
tersebut memenuhi delik yang terdapat dalam pasal 263 jo 264 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang dimana Notaris melakukan tindak pidana 
memalsukan surat yaitu dengan mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya 
menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang 
asli, selain itu juga terdapat unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dilakukan 
Notaris yaitu dengan adanya unsur kesengajaan dan yang dapat menimbulkan 
kerugian akibat pemalsuan surat tersebut. Ancaman pidana pemalsuan surat 
menurut pasal 263 KUHP maksimun 6 tahun penjara, Pasal 264 KUHP 
memperberat ancaman pidana terhadap pemalsuan surat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 263 KUHP, yaitu menjadi 8 tahun penjara jika pemalsuan dilakukan 
terhadap akta otentik. 
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Dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis merumuskan saran-saran yaitu 
sebagai berikut : 
1. Akta Notaris supaya dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan perbuatan 
notaris dalam pembuatan akta tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, 
maka seorang notaris dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi berbagai 
ketentuan yang terdapat dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
Notaris dituntut untuk selalu memiliki ketepatan dalam teknik administrasi 
membuat akta maupun penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam 
akta berkaitan dengan para penghadap (subyeknya) maupun obyek yang akan 
dituangkan dalam akta. Notaris juga harus memahami dan menguasai ilmu bidang 
notaris secara khusus dan ilmu hukum secara umum, sehingga dapat menciptakan 
kepastian hukum dari setiap akta yang telah dibuat oleh seorang Notaris. 
2. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban 
sebgaian tugas negara, tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai 
kesuksesan profesionalnya. Notaris yang melakukan perbuatan pidana pemalsuan 
surat dimana hal itu telah diatur di dalam pasal 263 jo 264 ayat 1 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana harus di berhentikan secara tidak hormat oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena tindakan-tindakan Notaris tersebut dapat 
merugikan harkat dan martabat kehormatan profesi Notaris, termasuk di dalamnya 
terlibat dalam perbuatan tindak pidana dalam menjalankan profesinya sehari-hari 
sebagai profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile). Hal itu dapat juga 
dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris. 
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